Analisis Mendalam Hasil ICSM 2026

Telaah atas paparan, notulensi, resolusi, deklarasi, dan imbauan bersama
30 September 2026

Penilaian utama: hasil ICSM 2026 memiliki fondasi pemikiran yang kuat untuk memperjuangkan tata kelola
Selat Malaka yang berkeadilan, tetapi belum menjadi rancangan kebijakan yang siap dilaksanakan. Kekuatan
utamanya terletak pada pengakuan masyarakat pesisir sebagai pemegang hak. Kelemahan utamanya terletak pada
belum jelasnya pembagian kewenangan, mekanisme perlindungan, pembiayaan, dan pertanggungjawaban.

Analisis ini didasarkan pada delapan dokumen substantif yang dilampirkan serta pemeriksaan gambar logo ISMI
Kepri. Uraian membedakan isi dokumen, hasil pemeriksaan sumber resmi, dan usulan pengembangan analitis.
Bahan yang tersedia belum mencakup seluruh makalah, rekaman persidangan, atau berita acara pengesahan,
sehingga belum cukup untuk memastikan keterwakilan seluruh peserta dan proses persetujuan setiap rumusan.

Dokumen ini memuat keseluruhan substansi analisis yang disampaikan dalam percakapan, dengan rujukan diubah
menjadi kode sumber agar dapat ditelusuri dalam versi cetak. Matriks tindak lanjut disusun sebagai dokumen
pendamping yang terpisah. Rancangan tindak lanjut bukan keputusan resmi ICSM dan tidak menyatakan persetujuan
lembaga yang diusulkan.

1 Gagasan terpenting adalah perubahan cara memandang Selat Malaka

Benang merah seluruh dokumen adalah perubahan dari pandangan Selat Malaka sebagai jalur pelayaran menjadi
ruang hidup yang mempertemukan kepentingan ekonomi, keamanan, ekologi, dan kebudayaan.

Paparan Karo MKOK merumuskan hubungan keamanan, kemakmuran, inklusi, dan tata kelola terpadu. Paparan
Ketua DPD RI menambahkan penciptaan nilai ekonomi, integrasi Sumatera, dan keadilan pembangunan daerah
kepulauan. Narasi BPPSDM KP menjelaskan peran pendidikan dan kompetensi. Notulensi Sesi Il membawa
pertanyaan tersebut ke kehidupan nelayan, Orang Laut, dan pelaku ekonomi pesisir. Ketiga dokumen hasil kemudian
menggabungkannya menjadi agenda bersama. [D1-D4]

Kontribusi intelektualnya cukup penting: ukuran keberhasilan pengelolaan selat diperluas. Kelancaran kapal tetap
penting, tetapi perlu dinilai bersama keamanan penghidupan masyarakat, kondisi ekosistem, dan pembagian
manfaat.

Dari sini muncul pertanyaan kebijakan yang seharusnya menjadi pusat tindak lanjut:

Siapa yang memperoleh manfaat dari Selat Malaka, siapa yang menanggung biayanya, dan siapa yang
memiliki pengaruh terhadap keputusan pengelolaannya?

Pertanyaan tersebut lebih tajam daripada sekadar menyatakan bahwa Selat Malaka strategis.
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2 Hubungan antardokumen cukup konsisten tetapi fungsi masing masing perlu

diperjelas

Kontribusi utama

Kekurangan yang perlu dilengkapi

Paparan Karo MKOK

Paparan Ketua DPD RI

Narasi BPPSDM KP

Notulensi Sesi Il

Ringkasan konferensi

Resolusi dan rekomendasi

Deklarasi

Imbauan bersama

Hubungan keamanan, ekonomi biru,
masyarakat, dan koordinasi

Nilai tambah ekonomi, koridor Sumatera,
keadilan kepulauan

Pendidikan, pelatihan, sertifikasi, kompetensi

Persoalan nelayan, Orang Laut, hilirisasi,
pariwisata

Menghubungkan ekonomi, sejarah, pendidikan,
dan budaya

Agenda substantif serta sasaran pemerintah
pusat/daerah

Prinsip dan komitmen bersama

Ajakan kerja sama antarprovinsi

Belum menjelaskan prosedur penyelesaian
benturan kepentingan

Memerlukan penguatan data dan jalur pengawalan
kebijakan

Data masih dominan mengukur peserta dan
kegiatan

Ringkas; belum cukup untuk memeriksa
keseluruhan argumen presenter

Belum menjadi prosiding dengan sumber dan
atribusi lengkap

Belum memuat prioritas, penanggung jawab, biaya,
dan tenggat

Belum memuat mekanisme pelaporan pelaksanaan

Belum menunjukkan persetujuan dan kontribusi
provinsi yang diajak

Tumpang tindih ketiga dokumen hasil masih wajar jika fungsinya dibedakan: deklarasi memuat prinsip; resolusi dan
rekomendasi merumuskan agenda; imbauan mengajak pihak lain bergabung.

Dokumen yang masih hilang adalah rencana aksi bersama. Tanpanya, ketiga dokumen akan banyak mengulang
tujuan tanpa menjelaskan bagaimana perubahan terjadi.

3 Pengakuan masyarakat sebagai pemegang hak merupakan capaian paling kuat

Deklarasi butir 4 secara eksplisit menempatkan masyarakat Melayu pesisir, Suku Laut, dan nelayan kecil sebagai
subjek, mitra aktif, serta pemegang hak. Resolusi juga meminta perlindungan ruang tangkap dan ruang hidup.
Rumusan ini melampaui pendekatan pemberdayaan yang hanya memberikan pelatihan atau bantuan. [D6-D7]

Namun, terdapat jarak antara mengakui seseorang sebagai pemegang hak dan memberinya kemampuan untuk
mempertahankan hak tersebut.

Dokumen belum menjawab:

» Hak apa yang dilindungi: akses menangkap ikan, jalur mobilitas, permukiman, situs budaya, atau semuanya?

» Bagaimana batas ruang tersebut dipetakan, termasuk pemanfaatan musiman?

» Siapa yang mewakili komunitas dan bagaimana wakil itu dipilih?

» Bagaimana keberatan masyarakat memengaruhi keputusan proyek?

» Ke mana masyarakat mengadu ketika aksesnya terganggu?

» Bagaimana pemulihan dilakukan apabila terjadi kerugian?

Sebagai pengembangan analitis, disarankan empat ukuran keadilan:
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Dimensi Pertanyaan pengujinya

Pengakuan Apakah identitas, pengetahuan, dan cara hidup komunitas diakui?
Prosedural Apakah komunitas dapat memengaruhi keputusan sejak awal?
Distributif Apakah manfaat dan beban pembangunan dibagikan secara adil?
Pemulihan Apakah pelanggaran dapat diadukan dan kerugian dipulihkan?

Dokumen ICSM sudah kuat pada pengakuan dan arah keadilan distributif. Prosedur pengambilan keputusan serta
pemulihan masih perlu dirancang.

Ada pula persoalan kategori. Masyarakat pesisir, nelayan kecil, masyarakat Melayu, dan masyarakat adat laut
tidak boleh diperlakukan sebagai satu kelompok yang seragam. Mereka dapat memiliki hubungan berbeda
dengan ruang, pekerjaan, identitas, dan kelembagaan. Program yang hanya menggunakan basis desa menetap,
misalnya, perlu diuji kesesuaiannya dengan komunitas yang memiliki pola mobilitas laut.

4 Ekonomi biru belum memiliki aturan ketika kepentingan saling berbenturan

Dokumen secara konsisten menekankan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, kesehatan ekosistem, dan
kesejahteraan masyarakat. Itu merupakan dasar yang baik. Akan tetapi, persoalan paling sulit muncul ketika
ketiganya tidak bergerak searah.

Sebagai contoh hipotetis, perluasan area labuh dapat meningkatkan pendapatan jasa maritim tetapi mempersempit
ruang tangkap. Pariwisata dapat menciptakan pekerjaan sekaligus membatasi akses pantai. Hilirisasi dapat
meningkatkan nilai jual tetapi memperkuat ketergantungan nelayan kepada satu pembeli.

Dokumen belum menyediakan aturan untuk memutuskan konflik semacam ini.

Menurut analisis ini, setiap proyek yang menggunakan label ekonomi biru perlu melewati setidaknya empat
pengujian:

1. Kelayakan ekologis: dampak kumulatif, daya dukung, dan kebutuhan pemulihan.

2. Perlindungan penghidupan: perubahan akses dan pendapatan kelompok terdampak.
3. Keadilan manfaat: bagian nilai tambah yang benar-benar diterima masyarakat lokal.

4. Akuntabilitas: keterbukaan informasi, penanggung jawab, serta mekanisme pengaduan.

Konsekuensinya, kenaikan investasi atau produksi saja belum cukup untuk menyatakan keberhasilan. Harus
diperiksa apakah pendapatan bersih masyarakat membaik dan biaya ekologis tidak dialihkan kepada mereka.

5 Gagasan mengubah arus pelayaran menjadi nilai ekonomi perlu dipertajam

Paparan Ketua DPD RI mengemukakan lebih dari 120 ribu kapal melintas setiap tahun, sementara penggunaan area
labuh jangkar Kepri disebut kurang dari 1% jumlah kapal yang melintas. Angka tersebut digunakan untuk
menunjukkan peluang ekonomi yang belum dimanfaatkan. [D2, halaman tercetak 7]

Argumen mengenai peluangnya masuk akal. Namun, rasio itu belum cukup untuk membuktikan besarnya pasar
yang dapat diraih.

Kapal yang melintas belum tentu membutuhkan labuh, perbaikan, bahan bakar, atau pergantian awak. Analisis pasar
harus membedakan kapal transit, kapal yang memerlukan jasa, serta kapal yang secara teknis dan komersial dapat
dilayani Kepri.
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Penelitian lanjut sebaiknya menguiji:

« Jenis jasa yang paling dibutuhkan.

» Hambatan tarif, waktu pelayanan, fasilitas, dan kepastian prosedur.

» Segmen kapal yang realistis untuk dilayani.

* Nilai tambah yang tinggal di daerah.

» Dampak pelayanan tersebut terhadap lingkungan dan ruang tangkap.

Perolehan manfaat juga perlu ditempatkan dalam rezim hukum selat. UNCLOS melindungi lintas transit dan melarang
negara tepi selat menghambatnya. Karena itu, strategi ekonomi perlu bertumpu pada daya tarik layanan yang sesuai
hukum, dengan membedakannya dari penguasaan atas kegiatan melintas. [W1, Pasal 38, 42 dan 44]

6 Beberapa persoalan data harus dibereskan sebelum publikasi lanjutan

Klaim dalam bahan Hasil pemeriksaan Implikasinya

Paparan Karo: lebih dari Berbeda dari angka lebih dari 120 ribu dalam Perlu menyamakan tahun, wilayah, jenis kapal, dan
102.500 transit kapal pada paparan DPD metode pencatatan

2025

Pemanfaatan labuh Kepri Pembilang, periode, dan cakupan operasional Belum dapat langsung dijadikan ukuran pangsa
kurang dari 1% belum dijelaskan pasar atau kehilangan pendapatan

23,2 juta barel minyak per hari; Sesuai publikasi EIA untuk semester | 2025 Harus tetap diberi label periode dan jenis arus

29% arus minyak maritim dunia minyak

Biaya pembangunan pulau Disebut dalam paparan DPD dengan atribusi Memerlukan rincian jenis proyek, lokasi, dan
terluar 3-5 kali lebih tinggi kepada Pemprov pembanding

Lebih dari 43 ribu peserta Tercantum dalam narasi BPPSDM KP Perlu dibedakan jumlah keikutsertaan, peserta unik,
dalam 1.731 kegiatan pelatihan kelulusan, dan dampaknya

Angka EIA tersebut terkonfirmasi sebagai estimasi semester |1 2025, bukan angka umum tanpa batas waktu. [W2]

Perbedaan angka kapal belum membuktikan salah satu paparan salah. Kemungkinan perbedaan cakupan perlu
diperiksa terlebih dahulu. Selain itu, angka sekitar 22% perdagangan maritim dunia pada slide Karo memerlukan
penjelasan apakah persentasenya dihitung berdasarkan nilai, volume, atau ukuran lain. [D1, slide 3]

Disarankan satu lampiran data bersama yang mencatat sumber primer, periode, definisi indikator, cakupan geografis,
dan keterbatasannya.

7 Status deklarasi dan resolusi perlu dibedakan dari kewenangan pemerintahan

Berdasarkan bentuk dan isi salinan yang tersedia, ketiga dokumen hasil paling tepat dibaca sebagai pernyataan
komitmen dan rekomendasi forum. Dokumen tersebut belum dengan sendirinya menetapkan zonasi,
mengalokasikan anggaran, membentuk fakultas, atau mengikat pemerintah negara lain.

Kata “ditetapkan” dalam resolusi pertama, misalnya, menunjukkan sikap forum mengenai Selat Malaka sebagai ruang
hidup dan kebudayaan. Kata itu tidak cukup untuk menghasilkan penetapan wilayah atau hak administratif tertentu.
[D6, resolusi 1]

Pada halaman penutup salinan resolusi, deklarasi, dan imbauan terdapat nama pihak terkait, tetapi tidak terlihat
tanda tangan pada tampilan dokumen yang diperiksa. Ini tidak membuktikan bahwa dokumen belum pernah
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disahkan; hanya berarti lampiran ini belum memperlihatkan bukti pengesahannya.

Untuk pengajuan resmi, paket dokumen sebaiknya dilengkapi dengan versi final yang disahkan, berita acara adopsi,
serta penjelasan mandat pihak yang menyatakan komitmen.

Hal lain yang perlu diperjelas adalah penggunaan nama “Indonesia’s Proposition” dalam paparan Karo. Untuk
publikasi lanjutan, sebaiknya dijelaskan apakah itu gagasan pembicara dalam konferensi, usulan institusional, atau
posisi pemerintah yang telah memperoleh mandat. Kehadiran pejabat dan penggunaan identitas lembaga tidak cukup
untuk menyimpulkan adanya komitmen pemerintah atas setiap usulan.

8 Tata kelola terpadu harus dibangun dengan pembagian kewenangan yang
nyata

Istilah whole-of-government muncul sebagai jawaban atas fragmentasi. Masalahnya, koordinasi tidak akan efektif jika
tidak diketahui siapa yang berwenang memutuskan.

Pembagian rekomendasi menjadi “pusat” dan “daerah” merupakan awal yang berguna, tetapi masih terlalu luas. Di
dalamnya terdapat urusan pendidikan, perikanan, pelayaran, lingkungan, keamanan, energi, dan hubungan
internasional yang jalur kewenangannya berbeda.

UU Pemerintahan Daerah menempatkan politik luar negeri, pertahanan, dan keamanan dalam urusan pemerintahan
absolut pemerintah pusat. Pengelolaan sumber daya laut oleh provinsi juga memiliki batas kewenangan menurut
undang-undang. Karena itu, ajakan antarprovinsi harus diterjemahkan sesuai bidang kewenangannya, dengan
saluran yang tepat untuk urusan nasional dan internasional. [W3, Pasal 10 dan 27; penerapan sektoral perlu dibaca
bersama perubahan dan peraturan terkait]

Kerja sama internasional juga tidak dimulai dari nol. Cooperative Mechanism untuk keselamatan navigasi dan
perlindungan lingkungan Selat Malaka dan Singapura telah diluncurkan pada 2007. Paparan DPD sudah
menyebutnya, tetapi rekomendasi akhir masih dapat memperjelas bagaimana usulan ICSM akan berhubungan
dengan mekanisme tersebut. [W4]

Nilai tambah ICSM dapat diletakkan pada penyediaan bukti lokal, keterwakilan masyarakat, pendidikan, dan agenda
lintas provinsi. Pembentukan forum baru perlu disertai penjelasan fungsi tambahannya agar tidak sekadar menambah
rapat koordinasi.

9 Hilirisasi perlu dibedakan menurut kesiapan dan manfaatnya bagi nelayan

Resolusi, deklarasi, dan imbauan berulang kali menyebut marine pharmaceuticals. Notulensi Sesi Il juga mengangkat
model PIR yang disesuaikan untuk sektor pesisir. [D4, D6-D8]

Kedua gagasan ini layak dikaji, tetapi bahan yang tersedia belum memuat studi kelayakan atau rancangan
pembagian manfaatnya.

Secara analitis, farmasi kelautan sebaiknya ditempatkan sebagai agenda riset dan industri yang memerlukan
penilaian tersendiri. Belum ada dasar dalam lampiran untuk menjadikannya jalan tercepat meningkatkan pendapatan
nelayan.

Untuk tahap awal, pilihan yang lebih dekat dengan kebutuhan sehari-hari dapat diuji terlebih dahulu: mutu hasil
tangkap, es dan penyimpanan dingin, pengolahan, akses pasar, serta transparansi harga.

Model kemitraan inti-plasma juga perlu diuji melalui kontraknya. Pertanyaan pentingnya ialah siapa menentukan
harga, siapa menanggung risiko gagal produksi, bagaimana utang diperhitungkan, dan apakah nelayan bebas
berganti pembeli.
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Peningkatan nilai produk tidak otomatis meningkatkan posisi tawar produsen. Itulah sebabnya rancangan
hilirisasi harus memeriksa kepemilikan usaha dan pembagian keuntungan, bukan hanya volume produksi.

10 Pendidikan sudah mendapat tempat kuat tetapi indikatornya perlu bergeser
menuju hasil

Narasi BPPSDM KP menawarkan alur yang jelas: pendidikan, pelatihan, sertifikasi, kompetensi, produktivitas, dan
kesejahteraan. Data jumlah peserta menunjukkan skala pelaksanaan, tetapi belum membuktikan seluruh hubungan
tersebut. [D3]

Evaluasi lanjut perlu menanyakan:

» Apakah keterampilan peserta meningkat dan bertahan?

» Apakah kompetensi digunakan dalam pekerjaan?

* Apakah praktik keselamatan membaik?

» Apakah pendapatan bersih atau akses kerja berubah?

» Apakah nelayan kecil dan komunitas terpencil dapat mengakses pelatihan?

Ada pembaruan rujukan yang relevan. Narasi menyebut STCW-F 1995. Penyebutan itu benar sebagai nama
konvensi, tetapi materi September 2026 sebaiknya juga menjelaskan revisi lampiran dan STCW-F Code yang telah
berlaku secara internasional sejak 1 Januari 2026. Penerapan pada program Indonesia tetap perlu diperiksa terhadap
ketentuan nasional dan cakupan program terkait. [W5]

Usulan Fakultas Hukum Laut juga perlu dibaca sebagai aspirasi penguatan keahlian, lalu diuji bentuk
kelembagaannya. Pusat studi, klinik hukum pesisir, konsentrasi keilmuan, atau program lintas disiplin bisa menjadi
tahap awal yang dinilai berdasarkan kebutuhan dosen, mahasiswa, pembiayaan, dan pengguna lulusannya.

Dalam kaitannya dengan gagasan Pendidikan Biru yang dikembangkan Dr. Hos Arie Sibarani, ruang kontribusinya
jelas: menghubungkan literasi laut dengan kemampuan masyarakat memahami hak, membaca risiko,
mengelola usaha, dan terlibat dalam keputusan publik. Hubungan ini merupakan usulan pengembangan analitis,
bukan mandat yang sudah ditetapkan konferensi.

11 Budaya dan sejarah perlu diperlakukan sebagai pengetahuan yang diuji dan
dilindungi
Gagasan sastra hijau digital memberi karakter khas pada hasil konferensi. Cerita, senandung, pantun, serta

pengetahuan musim dapat menjadi bahan pendidikan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Ringkasan
konferensi juga membuka diskusi tentang kontribusi tokoh Melayu dalam sejarah pelayaran global. [D5]

Ada tiga hal yang perlu dijaga.

Pertama, pelestarian budaya tidak boleh menggantikan perlindungan ruang hidup. Dokumentasi Orang Laut
tidak cukup apabila akses penghidupannya tetap terganggu.

Kedua, digitalisasi memerlukan persetujuan dan pengaturan pemanfaatan. Komunitas perlu menentukan
pengetahuan mana yang boleh dipublikasikan, siapa yang dapat menggunakannya, dan bagaimana manfaatnya
dibagikan. Lokasi tertentu atau pengetahuan sensitif tidak harus dibuka kepada publik.

Ketiga, dekolonisasi sejarah perlu dilakukan melalui penguatan sumber dan metode. Tradisi lisan, karya sastra, bukti
arsip, dan hipotesis sejarah perlu dibedakan. Kontribusi pelaut Melayu dapat dikaji secara serius tanpa mengubah
kemungkinan historis menjadi kepastian yang belum dibuktikan.
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Untuk mitigasi bencana, pengetahuan lokal sebaiknya dipadukan dengan informasi ilmiah dan latihan keselamatan.
Keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah cerita yang didigitalkan, tetapi dari pemahaman serta kesiapan
masyarakat.

12 Kelemahan struktural adalah belum adanya mekanisme pelaksanaan dan
pertanggungjawaban

Dokumen menggunakan kata kerja seperti mendorong, memperkuat, mengintegrasikan, dan mengembangkan.
Kata-kata itu sesuai untuk deklarasi, tetapi belum cukup untuk pelaksanaan.

Sebagai contoh, rekomendasi perlindungan ruang tangkap belum menyebut lokasi prioritas, data konflik, instansi
pengambil keputusan, prosedur keberatan, atau waktu penyelesaian.

Selain itu, beberapa persoalan muncul dalam paparan tetapi kurang diterjemahkan menjadi agenda akhir yang
spesifik, terutama keamanan siber, penanganan pencemaran, dan risiko iklim. Sebaliknya, beberapa gagasan
sektoral seperti farmasi kelautan disebut berulang kali tanpa dukungan studi kelayakan dalam bahan yang tersedia.

Ini menunjukkan perlunya penelusuran asal setiap rekomendasi: dari pembicara atau sesi mana, didukung bukti
apa, disepakati melalui proses apa, dan memerlukan pemeriksaan lanjutan apa.

Perbaikan editorial juga diperlukan. Narasi BPPSDM KP sempat menyebut “Ikatan Cendekiawan Melayu Indonesia”,
sementara dokumen lainnya menggunakan “lkatan Sarjana Melayu Indonesia”. Notulensi masih mencatat “Wardhani
/ Wardayani”. Nama organisasi, narasumber, dan istilah tersebut perlu dipastikan sebelum menjadi prosiding atau
publikasi resmi.

13 Tindak lanjut paling masuk akal adalah rencana aksi terbatas yang dapat diuji

Disarankan tiga prioritas awal: perlindungan ruang hidup, peningkatan manfaat ekonomi yang terukur, dan
pendidikan berbasis kebutuhan lokal. Ketiganya paling dekat dengan gagasan utama konferensi dan dapat
menjadi pengujian nyata atas komitmen yang dinyatakan.

Berikut rancangan 100 hari sejak tim pelaksana memperoleh mandat. Ini merupakan usulan, bukan keputusan
konferensi.

Periode Pekerjaan Hasil yang dapat diperiksa

Hari 1-15 Memastikan versi final, pengesahan, nama, Paket hasil konferensi yang konsisten dan dapat
sumber data, dan asal rekomendasi ditelusuri

Hari 16-30 Menetapkan tim kecil, wakil komunitas, Rencana kerja dengan penanggung jawab serta
pembagian tugas, dan prioritas kebutuhan biaya

Hari 31-60 Memetakan persoalan pada lokasi Data awal ruang hidup, penghidupan, layanan, dan
percontohan yang dipilih bersama konflik

Hari 61-90 Memulai pendampingan hak, satu perbaikan Kegiatan yang dapat diuji dengan data
rantai nilai, dan pembelajaran pesisir sebelum-sesudah

Hari 91-100 Membuka hasil dan menerima penilaian Laporan kemajuan, kekurangan, dan keputusan
komunitas kelanjutan

Lokasi percontohan sebaiknya dipilih berdasarkan urgensi persoalan, kesiapan komunitas, akses data, dan
kemampuan pelaksana - bukan hanya kemudahan penyelenggaraan acara.

Indikatornya dapat dibuat sederhana:
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Tujuan Ukuran yang lebih bermakna

Perlindungan ruang hidup Akses yang dipertahankan atau dipulihkan; penyelesaian keluhan
Manfaat ekonomi Perubahan pendapatan bersih dan bagian harga yang diterima produsen
Partisipasi Usulan masyarakat yang ditanggapi dan memengaruhi keputusan
Pendidikan Kemampuan yang diperagakan serta digunakan setelah pelatihan
Lingkungan Perubahan kondisi pada lokasi pemantauan yang konsisten
Akuntabilitas Kemajuan, penggunaan dana, dan keluhan yang dilaporkan terbuka

Target angka perlu ditetapkan setelah data awal tersedia.

14 Posisi strategis ISMI Kepri adalah menghubungkan pengetahuan dengan
keputusan

Berdasarkan isi dokumen, ISMI Kepri berpeluang mengambil peran yang konkret sebagai penghubung masyarakat,

perguruan tinggi, dan pemerintah. Kontribusinya dapat berupa pengelolaan bukti, pendampingan penyusunan
rekomendasi, serta pemantauan tindak lanjut.

Untuk peran Dr. Hos Arie Sibarani di Dewan Pakar, tiga keluaran akan paling bernilai:

* Naskah kebijakan perlindungan ruang hidup masyarakat pesisir, dengan kasus dan pembagian kewenangan
yang jelas.

* Rancangan percontohan Pendidikan Biru, yang menggabungkan pengetahuan lokal, keselamatan, hak, dan
keterampilan ekonomi.

 Laporan berkala tindak lanjut ICSM, yang menunjukkan komitmen mana sudah dilaksanakan, tertunda, atau perlu
diubah.

Langkah pertama yang disarankan adalah menyusun Matriks Tindak Lanjut ICSM 2026. Setiap rekomendasi perlu
memiliki masalah yang hendak diselesaikan, penerima manfaat, dasar kewenangan, pelaksana, sumber pembiayaan,
tenggat, indikator, dan jalur pengaduan. Dokumen itulah yang dapat membawa gagasan konferensi menuju
keputusan yang bisa dijalankan dan dinilai oleh masyarakat.
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Daftar bahan dan rujukan

Bahan konferensi yang diberikan pengguna

* D1. Key Note Speaker Karo MKOK ICSM.pdf. Nizhamul, The Strait of Malacca: A Shared Strategic Future, 24 September 2026. 10 slide.
Fokus pemeriksaan: slide 3-9.

* D2. Presentasi Ketua DPD_Konferesi Selat Malaka.pdf. Gagasan SAMUDRA 7: Mengembalikan Selat Malaka sebagai lkon Kejayaan
Maritim Indonesia, 24 September 2026. 16 halaman PDF; penomoran isi 1-15.

* D3. 2026.09.26 NARASI 1st ICSM 2026 INR ID.pdf. Sambutan Kepala BPPSDM KP | Nyoman Radiarta, bertanggal 24 September 2026
dalam isi. 20 halaman. Data pelatihan: halaman 12-16.

¢ D4. NOTULENSI SESI 2.docx. Notulensi dan rangkuman Sesi Il Blue Economy, ICSM 24-25 September 2026; moderator Dwi
Darmawan.

« D5. The 1st International Conference on the Strait of Malacca.pdf. Ringkasan tematik konferensi. 6 halaman; identitas penyusun tidak
dinyatakan dalam teks yang diperiksa.

¢ D6. 01 ICSM - RESOLUSI DAN REKOMENDASI ICSM 2026.pdf. 10 resolusi, 5 rekomendasi pemerintah pusat, dan 5 rekomendasi
pemerintah daerah. Tanjungpinang, 25 September 2026. 4 halaman.

¢ D7. 02 ICSM - DEKLARASI SELAT MALAKA 2026 .pdf. 7 butir deklarasi dan komitmen. Tanjungpinang, 25 September 2026. 2
halaman.

* D8. 03 ICSM - HIMBAUAN BERSAMA.pdf. 5 imbauan dan ajakan kepada provinsi sepanjang koridor Selat Malaka. 25 September 2026.
2 halaman.

« D9. WhatsApp Image 2026-09-26 at 10.47.01.jpeg. Gambar logo ISMI Kepri; diperiksa sebagai identitas visual, tidak digunakan sebagai
bukti substantif kebijakan.

Sumber resmi yang diperiksa pada 30 September 2026

« W1. United Nations. United Nations Convention on the Law of the Sea, Part Ill, khususnya Pasal 38, 42, 43 dan 44.
https://lwww.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part3.htm

* W2. U.S. Energy Information Administration. World Oil Transit Chokepoints, diperbarui 3 Maret 2026, tabel 1 dan bagian Strait of
Malacca. Data yang dirujuk: semester | 2025.
https://lwww.eia.gov/international/content/analysis/special_topics/World_QOil_Transit_Chokepoints/

* W3. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 10 dan 27.
Pemeriksaan penerapan sektoral tetap memerlukan pembacaan bersama perubahan dan peraturan terkait.
https://peraturan.go.id/id/uu-no-23-tahun-2014

* WA4. International Maritime Organization. Safe and sustainable Straits of Malacca and Singapore. Keterangan pembentukan Cooperative
Mechanism pada 2007. https://www.imo.org/en/mediacentre/pages/whatsnew-951.aspx

« W5. International Maritime Organization. Raft of shipping rules in force from 1 January 2026, 9 Januari 2026. Bagian pelatihan dan
sertifikasi awak kapal perikanan.
https://lwww.imo.org/en/mediacentre/pressbriefings/pages/raft-of-shipping-rules-in-force-from-1-january-2026.aspx
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